BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR (a4 /97 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat
(2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum
Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negafa RI Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan{Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
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Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalanf’Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
RI Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Dag¢rah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2020 Nomor 7);

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020
Nomor 72);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Menunjuk Bendghara Umum Daerah dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara dengan nama dan specimen tanda tangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum
Daerah  sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
mempunyai tugas :
1. Bendahara Umum Daerah :
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
menetapkan Surat Penyediaan Dana;
. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
Keuangan Daerah;
menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
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2. Kuasa Bendahara Umum Daerah :

. menyiapkan Anggaran Kas;

. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;

. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;

. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank
dan/atau l?mbaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk; .

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan

dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

menyimpan uang Daerah;

g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas
nama Pemerintah Daerah;

j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
dan

k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
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dltandatanga_m Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Semua blayff,._.yang timbul sebagai akibat dlterbltkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran

2021.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 -1 - 2821

BUPATI BANJARNEGARA,

b -

BUDHI SARWONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;

Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
Pimpinan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara;
Yang bersangkutan.
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KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA'
..NOMOR TAHUN 2021°
TENTANG Jua [aq |
(’"PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM

DAERAH DAN KUASA BENDAHARA

UMUM DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

NO NAMA/NIP JABATAN TANDA PARAF
TANGAN
1. | DWI SURYANTO, S.Sos, M.Si | Kepala Badan
Pembina Utama Muda (IV/c) Pengelolaan
NIP. 19660518 198709 1 002 | Pendapatan
Keuangan dan
Aset Daerah - .
Kabupaten VZ’Q.AA f
Banjarnegara
selaku
Bendahara
Umum Daerah
HARTATI, SE Kepala  Bidang

Pembina (VI/a)
NIP. 19691120 199303 2 004

Perbedaharaan
dan Kas Daerah
pada Badan
Pengelolaan
Pendapatan
Keuangan dan
Aset Daerah <
Kabupaten
Banjarnegara
selaku Kuasa
Bendahara

Umum Daerah

({' BUPATI BANJARNEGARA,

| whe

BUDHI SARWONO




